BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang analisis pengaruh karakteristik
pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap Kkinerja
penyelenggara pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
kabupaten/kota di Jawa Timur. Dikatakan tidak
berpengaruh signifikan karena rata-rata PAD yang
diperoleh tiap kabupaten di Jawa Timur masih rendah
yaitu sebesar 9,4% dari total pendapatan daerah. Dengan
terlihatnya PAD tiap daerah menunjukan pendapatan
daerah lainnya diperoleh dari pendapatan yang tidak
berasal dari kekayaan daerah melainkan sebagian besar
berasal dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan
lain-lain.

2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah  pusat
berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang
dilihat dari DAU memiliki keterkaitan terhadap skor

kinerja pemerintah daerah karena besarnya pemerimaan
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DAU oleh suatu daerah, maka kinerja pemerintah daerah
tidak optimal. Hal ini karena pemerintah daerah semakin
bergantung pada pemerintah pusat dan merasa dapat
mengandalkan DAU.

3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota
di Jawa Timur. Dikatakan tidak berpengaruh signifikan
karena sering terjadinya belanja modal yang tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan banyak terjadi kasus
mark up terhadap belanja modal yang mengakibatkan
kerugian dan juga penyelewengan dana, sehingga
disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

4. Opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
kabupaten/kota di Jawa Timur. Semakin baik opini audit
BPK maka semakin memotivasi pemerintah daerah untuk

meningkatkan kinerja lebih baik.

5.2 Keterbatasan
1. Pada penelitian ini peniliti mengunakan variabel
karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan
melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan

pada pemerintah pusat, belanja modal dan opini audit



5.3 Saran
1.
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BPK. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian dari
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel opini
audit BPK. Dalam opini tersebut tidak dijelaskan secara
detail seberapa besar temuan audit suatu daerah. Opini
audit hanya mengeluarkan opini wajar tanpa
pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan
tidak memberikan pendapat.

Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat
menggunakan variabel yang pengukurannya lebih akurat.
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas
variabel penelitian dan bukan hanya faktor keuangan
melainkan non keuangan juga bisa menjadi salah satu

alternatif.
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